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M eningat

BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN 
NOMOR 7 TAHUN 2 0 2 1

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PESAWARAN,

: bahw a u n tu k  m elak san ak an  k e te n tu an  Pasal 7 ayat (1) P era tu ran
Pem erin tah  Nomor 24 T ahun  2019 ten tan g  Pem berian Insen tif dan
K em udahan Investasi di D aerah, perlu  m em bentuk  P era tu ran
D aerah  K abupaten  Pesaw aran  ten tan g  Pem berian Insen tif dan
K em udahan Investasi;

: 1. Pasal 18 aya t (6) U ndang-U ndang D asar Negara Republik
Indonesia  T ahun  1945;

2. U ndang-U ndang  Nomor 17 T ah u n  2003 te n ta n g  K euangan 
N egara (L em baran N egara R epublik  Indonesia  T ah u n  2003 
Nomor 47, T am b ah an  L em baran  N egara R epublik  In donesia  
Nom or 4286);

3. U ndang-U ndang Nomor 1 T ahun  2004 ten tang  
P erb en d ah araan  Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia  
T ahun  2004 Nomor 5, T am bahan  Lem baran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4355);

4. U ndang-U ndang Nomor 25 T ah u n  2007 ten tan g  P enanam an  
Modal (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2007 
Nomor 67, T am bahan  L em baran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4724), sebagaim ana  telah  d iubah  dengan U ndang- 
U ndang Nomor 11 T ahun  2020 ten tan g  C ipta Keija (Lem baran 
Negara Republik Indonesia  T ahun  2020 Nomor 245, T am bahan  
L em baran Negara Republik Indonesia  Nomor 6573);

5. U ndang-U ndang Nomor 33 T ahun  2007 ten tan g  P em bentukan  
K abupaten  Pesaw aran  di Provinsi L am pung (Lem baran Negara 
Republik Indonesia  T ahun  2007 Nomor 99, T am bahan  
Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 4749);

6. U ndang-U ndang Nomor 28 T ahun  2009 ten tan g  Pajak dan  
R etribusi D aerah (Lem baran Negara Republik Indonesia  
T ahun  2009 Nomor 130, T am bahan  Lem baran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5049), sebagaim ana  te lah  d iubah  
dengan  U ndang-U ndang Nomor 11 T ahun  2020 ten tan g  Cipta



Kerja (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2020 
Nomor 245, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6573);

7. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tan g  P em erin tahan  
D aerah (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2014 
Nomor 244, T am bahan  L em baran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5587) sebagaim ana  te lah  d iu b ah  beberapa  kali te rak h ir 
dengan  U ndang-U ndang Nomor 11 T ahun  2020 ten tan g  Cipta 
Kerja (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2020 
Nomor 245, T am bahan  L em baran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6573);

8. P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 12 T ahun  2019 ten tan g
Pengelolaan K euangan D aerah  (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2019 Nomor 42, T am bahan  Lem baran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 6322);

9. P era tu ran  Pem erin tah  Nomor 24 T ahun  2019 ten tan g
Pem berian Insen tif d an  K em udahan  Investasi di D aerah 
(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2019 Nomor 63, 
T am bahan  L em baran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6330);

10. P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 5 T ahun  2021 ten tan g
Penyelenggaraan Perizinan B eru sah a  B erbasis Risiko 
(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2021 Nomor 15, 
T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6617);

11. P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 6 T ahun  2021 ten tang
Penyelenggaraan Perizinan B e ru sah a  di D aerah  (Lem baran 
Negara Republik Indonesia  T ahun  2021 Nomor 16, T am bahan  
L em baran Negara Republik Indonesia  Nomor 6618);

12. P e ra tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 52 T ahun  2012 
ten tan g  Pedom an Pengelolaan Investasi Pem erin tah  D aerah 
(Berita Negara Republik Indonesia  T ahun  2012 Nomor 754);

13. P e ra tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 80 T ahun  2015 
ten tan g  P em ben tukan  P roduk H ukum  D aerah (Berita Negara 
Republik Indonesia  T ahun  2015 Nomor 2036), sebagaim ana 
te lah  d iu b ah  dengan  P e ra tu ran  M enteri D alam  Negeri 
Nomor 120 T ahun  2018 ten tan g  P erubahan  Atas P era tu ran  
M enteri D alam  Negeri Nomor 80 T ahun  2015 ten tang  
P em ben tukan  P roduk H ukum  D aerah (Berita Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2018 Nomor 157);

D engan Persetujuan Bersam a
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

Dan
BUPATI PESAWARAN 

MEMUTUSKAN:

M enetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.

2. Bupati adalah Bupati Pesawaran.

3. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang 
merupakan warga Negara Republik Indonesia yang 
mempunyai dan/ atau melakukan kegiatan usaha sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan 
usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa 
penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang 
bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai 
ekonomis.

6. Investasi adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan 
oleh Masyarakat dan/atau Investor di Daerah.

7. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari 
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor 
untuk meningkatkan Investasi di Daerah.

8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan Fasilitas Nonfiskal 
dari Bupati kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk 
mempermudah setiap Investasi dan untuk meningkatkan 
Investasi di Daerah.

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Organisasi 
Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan 
urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Penanaman Modal.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
b. Pemberian Insentif Investasi;
c. Pemberian Kemudahan Investasi; dan
d. Evaluasi dan Pelaporan.

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

INVESTASI

Pasal 3

(1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diberikan 
kepada Masyarakat dan/atau Investor yang menjalankan jenis 
usaha tertentu atau kegiatan tertentu.

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang 
menjalankan jenis usaha atau kegiatan tertentu di Bidang:

a. usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi;

b. usaha yang dipersyaratkan dengan Kemitraan;



c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan Modalnya;

d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;

e. usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan Khusus;

f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang 
memprioritaskan keunggulan Daerah;

g. usaha yang telah mendapatkan Fasilitas Penanaman 
Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau

h . usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan.

(3) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada 
Masyarakat dan/atau Investor yang menjalankan jenis usaha 
atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ay at (2) 
berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala 
usaha kegiatan usaha, dilakukan dalam hal memenuhi 
kriteria berupa:
a. memberikan Kontribusi terhadap peningkatan pendapatan 

Masyarakat;

b. menyerap Tenaga Keija;

c. menggunakan sebagian Besar Sumber Daya lokal;

d. memberikan Kontribusi bagi Peningkatan Pelayanan 
Publik;

e. memberikan Kontribusi dalam peningkatan Produk 
Domestik Regional Bruto;

f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

g. pembangunan Infrastruktur;

h . melakukan Alih Teknologi;

i. melakukan Industri Pionir;

j. melaksanakan kegiatan Penelitian, Pengembangan dan 
Inovasi;

k. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, atau Koperasi;

l. industri yang menggunakan Barang Modal, Mesin, atau 
Peralatan yang diproduksi di dalam negeri;

m . melakukan kegiatan Usaha sesuai dengan Program 
Prioritas Nasional dan/atau Daerah; dan/atau

n. berorientasi Ekspor.

(4) Bentuk dan Besaran Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan 
Investasi diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan 
Daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan besaran 
Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diatur 
dalam Peraturan Bupati.



BAB III
PEMBERIAN INSENTIF INVESTASI

Bagian K esatu  
B entuk  In sen tif

Pasal 4

Pemberian Insentif Investasi dilakukan dalam bentuk:
a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi 

Daerah;
c. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan/ 

atau koperasi di Daerah;
d. bantuan untuk riset dan pengembangan Untuk Usaha Mikro, 

Kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
e. bantuan Fasilitas Pelatihan Vokasi Usaha Mikro, kecil, dan/ 

atau koperasi di Daerah; d an /a ta u
f. bunga pinjaman rendah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pem berian In sen tif  

Pasal 5

Tata cara Pemberian Insentif Investasi dilakukan dengan tahapan 
meliputi:
a. permohonan;
b. verifikasi;
c. penilaian; dan
d. penetapan.

Pasal 6

(1) Masyarakat dan/atau Investor yang menjalankan jenis usaha 
atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (2) dapat mengajukan permohonan Pemberian Insentif 
Investasi.

(2) Permohonan Pemberian Insentif Investasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. lingkup usaha;
b. kinerja manajemen; dan
c. perkembangan usaha.

(3) Permohonan Pemberian Insentif Investasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati melalui 
DPMPTSP.

Pasal 7

(1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk menindaklanjuti 
permohonan Pemberian Insentif Investasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 
Aparatur Sipil Negara DPMPTSP.



(3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
mempunyai tugas:

a. melakukan Verifikasi atas kelengkapan persyaratan 
permohonan Pemberian Insentif Investasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);

b. memberikan rekomendasi terhadap permohonan 
Pemberian Insentif Investasi untuk diterima atau ditolak;

c. melakukan penilaian terhadap permohonan Pemberian 
Insentif Investasi yang dinyatakan diterima; dan

d. memberikan Rekomendasi Pemberian Insentif Investasi 
kepada Bupati atas permohonan yang dinyatakan diterima.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Besaran Insentif 
dan/atau kemudahan serta Tata Keija Tim Verifikasi diatur 
dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Bupati menetapkan penerima dan jenis Pemberian Insentif 
Investasi dengan memperhatikan Rekomendasi Tim Verifikasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dengan 
Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pemberian Insentif Investasi dilakukan paling banyak 2 (dua) kali 
dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sejak beroperasinya jenis 
usaha atau kegiatan tertentu yang dijalankan oleh Masyarakat 
dan/atau Investor.

BAB IV
PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI 

Pasal 11

Pemberian Kemudahan Investasi dilakukan dalam bentuk:

a. penyediaan Data dan Informasi Peluang Penanaman Modal;

b. penyediaan Sarana dan Prasarana;

c. fasilitasi Penyediaan Lahan atau Lokasi;

d. pemberian Bantuan Teknis;
e. penyederhanaan dan percepatan Pemberian Perizinan melalui 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

f. kemudahan akses pemasaran Hasil Produksi;

g. kemudahan Investasi langsung Konstruksi;

h. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan 
dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berpotensi pada 
Pembangunan Daerah;



1. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di 
Daerah;

j. kemudahan Proses Sertifikasi dan Standardisasi sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

k. kemudahan akses tenaga keija siap pakai dan terampil;

l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau

m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 12

Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk penyediaan Data 
dan Informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui:

a. penyediaan peta potensi Investasi Daerah;

b. rencana Tata Ruang wilayah dan rencana detail Tata Ruang 
wilayah Daerah; dan/atau

c. rencana Strategis dan Skala Prioritas Daerah.

Pasal 13

Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk penyediaan 
Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
huruf b dilakukan melalui:

a. pemanfaatan jalan Daerah;

b. fasilitasi penyambungan jaringan Listrik dan Gas;

c. fasilitasi penyambungan jaringan Telekomunikasi; dan/  atau

d. fasilitasi penyambungan jaringan Air Bersih.

Pasal 14

Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk fasilitasi 
penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 huruf c dilakukan melalui bantuan Bupati melalui DPMPTSP 
bagi Masyarakat dan/atau Investor dalam memperoleh lahan atau 
lokasi yang cocok untuk jenis usaha atau kegiatan tertentu 
berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 15

Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk pemberian 
bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d 
dilakukan melalui:

a. penyediaan bantuan Teknis/Konsultasi/Layanan untuk 
memperluas akses pasar; dan/atau

b. fasilitas pengaduan dan penyelesaian masalah dalam kegiatan 
usaha.

Pasal 16

Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk penyederhanaan 
dan percepatan Pemberian Perizinan melalui Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e 
dilakukan melalui DPMPTSP.



Pasal 17

Pem berian K em udahan Investasi dalam  b en tu k  k em u d ah an  akses 
p em asaran  hasil p roduksi sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 11 
h u ru f  f d ilakukan  m elalui b a n tu a n  yang diberikan  B upati m elalui 
D inas yang  m enyelenggarakan u ru sa n  Pem erin tahan  di B idang 
Perdagangan d an  P erindustrian .

Pasal 18

Pem berian K em udahan Investasi dalam  b e n tu k  k em u d ah an  
Investasi langsung  k o n stru k si sebagaim ana d im aksud  dalam  
Pasal 11 h u ru f  g d ilakukan  dengan  Pem berian K em udahan bagi 
M asyarakat d a n /a ta u  Investor u n tu k  d ap a t langsung  m elakukan  
kegiatan  K ontruksi d an  Produksi dengan p e rsy ara tan  jen is  u sa h a  
a ta u  keg iatan  te rten tu  yang d ilakukan  m em perkerjakan 1.000 
(seribu) orang tenaga  k e ija  a ta u  lebih dengan nilai Investasi sam a 
dengan  a ta u  lebih dari Rp. 100.000.000.000,- (se ra tu s  m ilyar 
rupiah) sesua i k e te n tu an  P e ra tu ran  P erundang -undangan  yang 
berlaku  di B idang P enanam an  Modal.

Pasal 19

Pem berian K em udahan Investasi dalam  b e n tu k  k em u d ah an  
Investasi di kaw asan  stra teg is yang d ite tapkan  dalam  p e ra tu ran  
p eru n d an g -u n d an g an  yang  berpotensi pad a  pem b an g u n an  D aerah 
sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 11 h u ru f  h  d ilakukan  dengan 
Pem berian K em udahan bagi M asyarakat d a n /a ta u  Investor u n tu k  
m em buka jen is  u sa h a  a ta u  kegiatan  te rten tu  di kaw asan  ekonom i 
k h u su s  d a n /a ta u  kaw asan  stra teg is di D aerah  yang d ap a t 
m en ingkatkan  p e rtu m b u h an  perekonom ian D aerah dan  
k ese jah te raan  M asyarakat.

Pasal 2 0

Pem berian K em udahan  Investasi dalam  b en tu k  pem berian  
kenyam anan  d an  k eam an an  berinvestasi di D aerah  sebagaim ana 
d im aksud  dalam  Pasal 11 h u ru f  i d ilakukan  dengan  jam in an  yang 
d iberikan  B upati m elalui DPMPTSP kepada  M asyarakat d a n /a ta u  
Investor u n tu k  m elakukan  jen is  u sa h a  a ta u  kegiatan  te rten tu  
dengan  tidak  m em bedakan  Investasi b esa r a ta u p u n  kecil.

Pasal 21

Pem berian K em udahan  Investasi da lam  b e n tu k  k em u d ah an  
Proses Sertifikasi d an  S tan d ard isasi sesuai dengan  k e te n tu an  
P era tu ran  P eru n d an g -u n d an g an  sebagaim ana d im aksud  dalam  
Pasal 11 h u ru f  j d ilakukan  m elalui b a n tu a n  tekn is kepada  
M asyarakat d a n /a ta u  Investor dalam  Proses Sertifikasi dan  
S tandard isasi.

Pasal 22

Pem berian K em udahan  Investasi dalam  b en tu k  k em u d ah an  akses 
tenaga  kerja  siap  pakai d an  teram pil sebagaim ana d im aksud  
dalam  Pasal 11 h u ru f  k  d ilak u k an  m elalui b a n tu a n  tek n is  yang 
d iberikan  m elalui d in as  yang  m em bidangi u ru sa n  Pem erin tahan  
dibidang Tenaga Kerja.



Pasal 23

Pem berian K em udahan Investasi dalam  b en tu k  k em u d ah an  akses 
pasokan  b a h an  baku  sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 11 
h u ru f  1 d ilakukan  m elalui b a n tu a n  tekn is yang d iberikan  m elalui 
D inas yang M em bidangi u ru sa n  Pem erin tahan  dibidang 
Perdagangan d an  Perindustrian .

Pasal 2 4

Pem berian K em udahan Investasi dalam  b en tu k  Fasilitasi Prom osi 
sesua i dengan  kew enangan D aerah  sebagaim ana d im aksud  dalam  
Pasal 11 h u ru f  m d ilakukan  m elalui b a n tu a n  tekn is yang 
d iberikan  m elalui d in as yang m em bidangi u ru sa n  Pem erin tahan  
dibidang Perdagangan d an  P erindustrian  pada  kegiatan Pam eran, 
Ekshibisi, d a n /a ta u  p e rtem u an  B isnis d itingkat D aerah, Regional, 
Nasional, d a n /a ta u  In tem asional.

Pasal 25

K eten tuan  m engenai ta h a p a n  ta ta  cara  Pem berian Insen tif 
Investasi sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 5 sam pai dengan 
Pasal 9 berlaku  secara  m u ta tis  m u tan d is  te rh ad ap  ta h a p a n  ta ta  
ca ra  Pem berian K em udahan, berpedom an p ad a  ren can a  um um  
p en an am an  m odal d aerah  a ta u  hasil kajian  yang 
m em pertim bangkan  po tensi d aerah  d an  nilai tam b ah  di daerah .

Pasal 26

Pem berian K em udahan Investasi bagi M asyarakat d a n /a ta u  
Investor d a p a t d ilakukan  setiap  sa a t sepan jang  jen is  u sa h a  a ta u  
kegiatan  te r ten tu  yang d ija lankan  te tap  beroperasi sesua i k riteria  
sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 3.

BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN 

Pasal 2 7

(1) B upati m elalui DPMPTSP m elakukan  E valuasi te rh ad ap  
Efektivitas Pem berian Insen tif d an  K em udahan Investasi yang 
te lah  diberikan.

(2) E valuasi sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) d ilakukan  
paling sedikit 1 (satu) ta h u n  sekali.

(3) Hasil evaluasi sebagaim ana  d im aksud  pad a  aya t (2) d ap a t 
m enjadi b a h an  pertim bangan  dalam  hal M asyarakat d a n /a ta u  
Investor m engajukan  kem bali perm ohonan  Pem berian Insen tif 
d a n /a ta u  K em udahan Investasi.

Pasal 28

(1) B upati dengan  b a n tu a n  DPMPTSP m en y u su n  laporan  
p e lak san aan  Pem berian Insen tif d a n  K em udahan Investasi.

(2) L aporan p e lak san aan  Pem berian Insen tif d an  K em udahan 
Investasi sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (1) paling sedikit 
m em uat:
a. ju m lah  perm ohonan  yang  d iterim a dan  diverifikasi;



b. ju m la h  perm ohonan  yang  dinilai;
c. ju m lah perm ohonan  yang diberikan Insen tif dan

K em udahan; dan
d. evaluasi a ta s  efektivitas Pem berian Insen tif dan

K em udahan Investasi yang telah  d ilak sanakan .

(3) L aporan p e lak san aan  sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (2) 
d isam paikan  oleh B upati kepada  G ubernur.

BAB VI 
PENDANAAN

Pasal 29

P endanaan  dalam  ran g k a  Pem berian Insen tif d an  K em udahan 
Investasi b e rsu m b er dari:

a. A nggaran P endapatan  d an  B elanja D aerah; d a n /a ta u

b. sum ber-sum ber lain  yang sah .

BAB VII 
PENUTUP

Pasal 3 0

P era tu ran  D aerah  ini m ulai berlaku  p ad a  tanggal d iundangkan .

Agar se tiap  orang  m engetahuinya, m em erin tahkan  pengundangan  
p e ra tu ra n  daerah  ini dengan  penem patannya  dalam  Lem baran 
D aerah k a b u p a ten  Pesaw aran.

D itetapkan  di Gedong T ataan  
p ad a  tanggal 15 Dese»b e r  2021

D iundangkan  di Gedong T ataan  
pad a  tanggal 1 3  T eseab e r  2021
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN 
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

P enanam an  m odal di d aerah  m eru p ak an  sa lah  sa tu  kom ponen penting  dalam  
pem bangunan  di daerah . Oleh k a ren a  itu , perlu  d ilakukan  upaya-upaya  yang 
secara  proak tif m endorong u n tu k  terjad inya p en an am an  m odal di d aerah  secara  
berkesinam bungan . Salah  sa tu  upaya te rseb u t d iupayakan  m elalui pem berian  
in sen tif p en an am an  m odal. D im ana, p en g a tu ran  m engenai in sen tif p en an am an  
m odal ini sendiri m eru p ak an  su a tu  langkah  stra teg is yang  ju g a  sistem atis. 
S istem atisasi te rseb u t diperoleh d ik aren ak an  upaya pem ben tukan  P era tu ran  
D aerah  ini sendiri, m eru p ak an  b en tu k  p e lak san aan  d a sa r  p e rin tah  yang 
d iberikan  m elalui k e te n tu an  Pasal 7 ayat (1) P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 24 
T ahun  2019 ten tan g  Pem berian Insen tif d an  K em udahan Investasi di D aerah. 
D im ana, keberadaan  P e ra tu ran  Pem erin tah  te rseb u t tim bul d ik aren ak an  adanya  
k e ten tu an  Pasal 278 U ndang-U ndang.N om or 23 T ahun  2014 ten tan g  
P em erin tahan  D aerah  sebagaim ana telah  beberapa  kali d iubah  te rak h ir dengan 
U ndang-U ndang Nomor 9 T ahun  2015 ten tan g  P erubahan  K edua Atas U ndang- 
U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tan g  P em erin tahan  D aerah yang m enyatakan  
bahw a u n tu k  m endorong peran  se rta  M asyarakat dan  sek tor sw asta  dalam  
pem bangunan  daerah , Pem erin tah  D aerah d a p a t m em berikan in sen tif d a n /a ta u  
k em u d ah an  kepada M asyarakat d an  la tau  Investor yang  d ia tu r  dalam  p e ra tu ran  
d aerah  yang berpedom an pad a  k e te n tu an  p e ra tu ra n  p e ru n d ang -undangan . 
K eberadaan se jum lah  fak ta  h u k u m  te rseb u tlah  yang m endorong pem ben tukan  
P e ra tu ran  D aerah  ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
C ukup  Je las .

Pasal 2
C ukup  Je las.

Pasal 3
Ayat (1)

C ukup  Je las .
Ayat (2)

C ukup  Je las .
Ayat (3)

H uru f a
C ukup  Je las .

H uruf b
C ukup  Je las .

H uru f c
C ukup  Je las .

H uru f d
C ukup  Je las .

H uru f e
C ukup  Je las .

H uruf f
C ukup  Je las .

H uru f g



Cukup Jelas.
Huruf h

Cukup Jelas.
Huruf i

Cukup Jelas.
Huruf j

Cukup Jelas.
Huruf k

Cukup Jelas.
Huruf 1

Cukup Jelas.
Huruf m

Yang dimaksud dengan “program prioritas Daerah” adalah 
program prioritas Daerah yang ditetapkan melalui peraturan 
perundang-undangan. Misalnya, penetapan kawasan strategis 
pariwisata dan bahari Daerah.

Huruf n
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Huruf a

Cukup Jelas.
Huruf b

Cukup Jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “rencana strategis dan skala prioritas Daerah” 
adalah rencana strategis dan skala prioritas Daerah yang ditetapkan 
melalui peraturan perundang-undangan. Misalnya, penetapan kawasan 
industri dan pariwisata melalui Peraturan Daerah tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19


